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WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR Z TAHUN 2020
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

Menimbang

Menimbang

TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Daerah Kota Kendari Nemor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Kendari, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Kendan;

1. Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
44. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3602,

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5954);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemernntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
gsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraluran Mentleri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan
Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1327);

8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkal Diaerah Kota Kendari
(Lembaran  Daerah  Kota  Kendari  Tahun 2016
Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERIKANAN KOTA KENDARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.
2,

Hg e

Daerah adalah Kota Kendari.

Pemerintah  Daerah  adalah  Walikota dan  perangkat sebagai
unsur  Penyelenggaraan  Pemerntahan  Daerah vang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan FKota
Kendari.

Walikota adalah Walikota Kendari.

Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kota Kendari.

Dinas adalah Dinas Perikanan Kota Kendam.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas vang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup
Dinas.

Jabhatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelavanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan
Dinas.
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BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah
Pasal 2

Perangkat Daerah vang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan
diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemenntahan
hidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas
Perikanan.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah diklasifikasikan atas Tipe B.

(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
perikanan,

(3) Penenluan intensitas penvelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2], dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perikanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayvan kecil dan usaha kecil
pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan vang



usahanya dalam 1 (satu) daerah kota, pengelolaan dan penyelenggaraan
Tempat Pelelangan lkan [TPl), dan pengelolaan pembudidayaan ikan,

b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil
pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang
usahanya dalam 1 (satu) daerah kota, pengelolaan dan penyelenggaraan
Tempat Pelelangan lkan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelavan kecil dan
usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di  bidang
pembudidayaan ikan dan usahanya dalam 1 (satu) daerah kota,
pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan (TPl dan
pengelolaan pembudidayvaan ikan;

d. pembinaan terhadap UPTD lingkup dinas:

e. pelaksanaan admimstrasi dinas; dan

f. peclaksanaan fungsi lain vang diberikan cleh Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsi dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
Kepala Dinas;
Sekretariat;
Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan;
Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan Tempat Pelelangan
Tkan;
e. Bidang Usaha Budidaya dan Perbenihan;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2] Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
pada lampiran yvang merupakan bagan yang fidak terpisahkan dengan
Peraturan Walikota ini.
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BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas bertugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan
pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan dan
bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Bagian Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat bertugas melaksanakan uwrusan administrasi umum,
kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah
tangga, pemeliharaan kantor, menyiapkan bahan keordinasi, penyusunan
program kerja, LAKIP, SOP, evaluasi kinerja dan pelaporan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada avat (1), dipimpin oleh Sekretaris
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

Sekretariat menyelenggarakan fungsi ;

a. pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran kegiaian di
lingkungan Dinas;

b. pengoordinasian dan penyusunan RPJMD dan RKPD;

c. penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP] dan

standar operasional prosedur (SOP);

penvelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;

penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;

penyusunan perencanaan dan program serta pengelolaan keuangan;

pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lamm yvang diberikan oleh atasan sesuail dengan tugas

dan fungsinya.
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Pasal 12

(1) Sekretariat, terdiri atas :
a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan: dan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, bertugas melaksanakan
penyusunan perencanaan program anggaran, pengelolaan keuangan, serta
penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan;

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) huruf b, bertugas melaksanakan urusan penyiapan bahan
koordinasi antar bidang, kegiatan surat menvurat, kearsipan, rumah
tangga, pemeliharaan perlengkapan, ketatalaksanaan dan urusan
pengelolaan kepegawaian.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan

Pazal 14

(1) Bidang Pemberdavaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan bertugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi pelaporan bidang pemberdavaan dan kelembagaan usaha
perikanan.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang
yvang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 avar (1),

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan menyelenggarakan

fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan, sarana dan
prasarana serta kelembagaan usaha perikanan, baik perikanan tangkap
maupun budidaya ikan;



b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan, sarana dan
prasarana serta kelembagaan usaha perikanan, balk perkanan tangkap
maupun budidaya ikan;

c. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan
kecil, pengolah ikan dan usaha kecil pembudidayaan ikan;

d. pemberian pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pembinaan
kepada nelavan dan pembudidaya ikan;

e. pelaksanaan administrasi, data dan statistik produksi perikanan tangkap,
data kenelayanan dan pembudidaya ikan, serta data sarana kapal dan alat
tangkap ikan;

f. pengkcordinasian dan fasilitasi perlindungan nelayan, kemitraan usaha
serta kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi
kepada nelayan dan pembudidaya ikan;

g. pembinaan kelembagaan dan kelompok usaha nelayan dan pembudidaya
ikan: dan

h. pelaksanaan fungst lain vang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinva.

Pasal 16

(1) Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan, terdiri atas :
a. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayvaan;
b. Seksi Produksi, Kemitraan Usaha, llmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
c. Seksi Kelemmbagaan, Sarana dan Prasarana.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin olch Kepala Seksi
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan.

Pasal 17

(1) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, bertugas :

a. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan
bahan perumusan penyelenggaraan peningkatan kualitas sumberdava
manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta pembinaan teknis
nelavan kecil, pengolah ikan dan pembudidayaan ikan;

b. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
teknis bagi nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan

c. melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penvelenggaraan
pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayvan kecil dan usaha
kecil pembudidavaan ikan.

(2) Seksi Produksi, Kemitraan Usaha, llmu Pengetahuan dan Teknologi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, bertugas :

a. melaksanakan pengumpulan data produksi perikanan tangkap dan
perikanan budidaya;

b. melaksanakan identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan dalam peningkatan produksi hasil tangkapan
ikan, perlindungan nelayvan melalui asuransi, dan kemitraan usaha
dengan lemhaga permodalan atau koperasi perikanan serta Kelompok
Usaha Bersama (KUB),

c. melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan
usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi,
dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan
ikan; dan

d. mengumpulkan data teknis, identifikasi, inventarisasi, penerapan
teknologi anjuran, meonitoring dan evaluasi perkembangan teknologi
penangkapan maupun budidaya perikanan.



(3) Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam

(1]

(2)

Pasal 16 ayat (1) hurut ¢, bertugas :

a. melaksanakan pengumpulan data kelembagaan (koperasi perikanan,
kelompok mnelayan dan pembudidaya ikan), data nelayan dan
pembudidaya ikan, sarana kapal dan alat tangkap ikan, serta sarana
dan prasarana budidaya ikan;

b, melaksanakan identifikasi, analisis, penyviapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan dalam pembinaan kelembagasan, serta
penyiapan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya ikan;
dan

c. melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan
kelembagaan nelayvan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, serta
sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Bagian Keempat
Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan
Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 18

Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan Tempat Pelelangan
lkan bertugas meclaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
penerbitan surat izin usaha perikanan di bidang pembudidavaan ikan yang
usahanya dalam 1 (satu) Daerah dan pencatatan usaha perikanan,
pembinaan mutu produk serta pengelolaan dan penvelenggaraan tempat
pelelangan ikan;.

Bidang sebagiamana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 avat (1),
Kepala Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan Tempat Pelelangan
Ikan menyelenggarakan fungsi :

.

pelaksanaan penyviapan koordinasi pelaksanaan penerbitan Surat Izin
Usaha Perikanan di mdang pembudidayaan ikan, pelaksanaan penerbitan
Tanda Pencatatan Usaha pembudidayaan Tkan dan Tanda Pencatatan Kapal
Pengangkut Ikan Hidup, serta rekomendasi izin/pencatatan usaha
perikanan lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan vang
berlaku;

. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta

pelaporan pelaksanaan penerbitan Surat lzin Usaha Perikanan di bidang
pembudidayaan ikan vang usahanva dalam 1 (satu) daerah dan pencatatan
usaha perikanan lainnya;

pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
pelaporan pelaksanaan pembinaan mutu produk, pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan, serta pengelolaan dan penvelenggaraan Tempat
Pelelangan lkan; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 20

Bidang Perizinan, pembinaan Mutu dan Pengelolaan Tempat Pelelangan
lkan, terdiri atas :

a. Seksi Perizinan dan Pencatatan Usaha Perikanan;

b. Seksi Pembinaan Mutu, Pengolahan dan Pemasaran Hasil; dan

c. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan [kan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perizinan, pembinaan Mutu dan Pengelolaan Tempat Pelelangan [kan.

Paesal 21

Seksi Penizinan dan Pencatatan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, bertugas :

a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan penerbitan Surat [zin Usaha Perikanan di bidang
pembudidayaan ikan, serta pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan
Usaha pembudidayaan lkan dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut
lkan Hidup, serta rekomendasi izin/pencatatan usaha perikanan lainnya
sesual ketentuan peraturan yang berlaku: dan

b. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan jumlah
investasi dan usaha di bidang perikanan.

Seksi Pembinaan Mutu, Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, bertugas :

a. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan pembinaan mutu produk (konsumsi dan non-konsumsi);

b. melaksanakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai
dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yvang berlaku; dan

c. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
mdustri pengolahan, usaha kecil menengah dan kelompok usaha
bersama pengolahan hasil perikanan, serta usaha promosi bidang
perikanan.

Seksi  Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Tkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf ¢, bertugas :

a. melaksanakan pengumpulan data produksi dan data potensi/luas areal
pengembangan usaha budidaya ikan (air tawar, payau dan laut);

b. melaksanakan identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi =serta pelaporan pelaksanaan
penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan
berdasarkan rencana tata ruang wilayah;

c. menyediakan data dan informasi jenis usaha pengelolaan
pembudidayaan ikan (air tawar, payau dan laut);

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelelangan
di tempat pelelangan ikan; dan

e. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis pelaksanaan
pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan lkan.



Bagian Kelima
Bidang Usaha Budidaya dan Perbenihan

Pasal 22

(1} Bidang Usaha Budidaya dan Perbenihan bertugas melaksanakan penyiapan
koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan dan perbenihan.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayar (1),

Kepala Bidang Usaha Budidaya dan Perbenihan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan rencana kerja pengelolaan pembudidayaan ikan
dan perbenihan;

b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan dan perbenihan;

¢. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan  kawasan budidava
perikanan berdasarkan rencana tata ruang wilavah dan penvediaan data
dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;

d. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan
parumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan lahan untuk pembudidayaan ikan
(air laut, pavau dan air tawar), pengelolan kesehatan itkan dan lingkungan,
dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan
pembudidaya ikan;

e. pelaksanaan pembinaan cara pembenihan dan pembesaran ikan vang baik,
penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan vang bermutu, dan
pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 24

{1) Bidang Usaha Budidaya dan Perbenihan, terdiri atas :
a. Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya; dan
¢. Seksi Pengelolaan Unit Perbenihan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada avat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha
Budidaya dan Perbenihan.

Pasal 25

(1) Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (1) huruf a, bertugas :

a. melaksanakan pengumpulan data produksi dan data potensi/luas areal
pengembangan usaha budidaya ikan (air tawar, pavau dan laut);

b. melaksanakan identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidava perikanan
berdasarkan rencana tata ruang wilayvah:

c. melaksanakan penvediaan data dan informasi jenis usaha pengelolaan
pembudidayaan ikan (air tawar, payvau dan laut); dan

d. menyediakan data dan informasi jenis usaha pengelolaan
pembudidayvaan ikan (air tawar, payau dan laut).



(2) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 avat (1) huruf b, bertugas :

a melaksanakan kegiatan rencana dan program kerja seksi sarana dan
prasarana budidaya sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pengumpulan data, identilikasi pelaksanaan
pengelolaan kualitas air dan lahan untuk pembudidayaaan ikan,
pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu
sarana produksi ikan (pakan ikan dan ohat ikan) vang digunakan
pembudidaya ikan;

c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan lahan untuk pembudidavaaan
ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu
sarana produksi ikan (pakan ikan dan pbat ikan) yang digunakan
pembudidaya ikan; dan

d. melaksanakan pengelolaan kualitas air  dan lahan  untuk
pembudidayaaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan
pembinaan mutu sarana produksi ikan (pakan jkan dan obat ikan) yang
digunakan pembudidaya ikan.

(3) Seksi Pengelolaan Unit Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1) huruf ¢, bertugas :

a. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi pelaksanaan pembinaan
cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik,
penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan
pelestarian calon indulk, dan/atau benih ikan, unit perbenihan skala
rumah tangga dan pengelolaan balai benih ikan;

b, melaksanakan  analisis, penyiapan bahan  perumusan  dan
pelaksanaan kebijakan pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan [kan
vang Baik dan Cara Budidaya lkan yang Bailk, penyediaan benih ikamn,
calon induk, dan induk ikan vang bermutu, dan pelestarian calon induk,
dan/atau benih ikan, unit-unit perbenihan skala rumah tangga dan
pengelolaan balai benih ikan; dan

c. melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara
pembenihan ikan yang baik dan cara budidayva ikan yang Dbaik,
penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan
pelestarian calon induk, dan/atau benih ikan, unit perbenihan skala
rumah tangga atau usaha perbenihan rakyat dan/atau hechry skala
rumah tangga dan pengelolaan balai benih ikan, baik ikan air tawar, air
payau maupun air laut.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksanaan teknis Dinas
secara operasional di lapangan.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Unit kepala Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan Bagian Tata Usaha dan J abatan Fungsional yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas.
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Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan atau tugas dinas luar daerah,
Sckretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuail dengan perundang-
undangan vang berlaku;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana, Kepala Dinas dapat
menunjuk Kepala Bidang vang membidangi tugas instansi tersebut untuk
mewakili Kepala Dinas.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat
dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada
pejabat di bawahnya sesual dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGEATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pa=zal 33

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural
di lingkungan Dinas, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul
Sckretaris Daerah.

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon 11b atau Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

(4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon [lla atau jabatan administrator,

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon Il1Th atau Jabatan
Administrator.

(0) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau
Jabatan Pengawas.

(7) Pejabat eselon Il atau Jabatan Administrator dan eselon IV atau Jabatan
Pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota
atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan
Walikota, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAE VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, bagi pejabat yvang saat ini
sedang menduduli jabatan tctap melaksanakan tugasnya sampai dengan
penyesuaian jabatan sesual dengan nomenklatur baru di lingkungan Dinas.

BAE VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kendan
Nomor 50 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 50)
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kendan dicabut dan dinyvatakan tidak
berlaku.



il B —

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan pengundangafi Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Keota Kendari.

Diundangkan di Kendari

pada tanggal, 22 - | -
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Ditetapkan di Kendan
pada tanggal, 22 _ ). 2020

WALIKOTA

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 2
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